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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 18 TAHUN 2009

T E N T A N G

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya intensitas pemotongan hewan
di Kabupaten Banggai maka perlu diadakan pengaturan dan penertiban
penyelenggaran pemotongan hewan;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang – Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah maka
terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Banggai Nomor 19 Tahun 1998
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dalam wilayah Kabupaten
Banggai perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4048);

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);
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6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );

8. Peraturan Daerah kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

5. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai
6. Hewan Ternak ialah Lembu, Kerbau, Kuda, kambing atau Domba, Babi dan Unggas ;
7. Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah Pelayanan Penyediaan fasilitas rumah pemotongan

hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah
dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

8. Rumah Potong Hewan ialah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola
oleh Pemerintah Daerah Serta dipergunakan untuk memotong hewan ;

9. Potong adalah serangkaian tindakan yang menghilangkan nyawa hewan ternak dengan cara
menyembelih,menusuk dan atau dengan cara lain;
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10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai
pembayar atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan
oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum ;

11. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip komersial ;

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan
yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah
Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit
Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan
jumlah yang masih harus dibayar.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang
telah ditetapkan;

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk
melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut pembayaran Retribusi atas pelayanan
penyediaan fasiitas di Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai/menggunakan fasilitas
Rumah Potong Hewan.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan
perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk
pemungutan atau pemotongan ditempat tertentu.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Rumah potong Hewan adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas
Rumah Potong beserta perlengkapan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan
hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.
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BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong diukur berdasarkan jenis hewan, jenis
pemeriksaan, volume / sample dan unsur bahan pemeriksaan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan kepada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan harga pasar.

(2) Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya pemotongan hewan / ternak per ekor

1) Sapi, Kerbau, Kuda sebesar Rp. 45.000,-

2) Kambing, Domba, Babi sebesar Rp. 9.000,-

3) Unggas sebesar Rp. 400,-

b. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan / ternak sebelum dipotong per ekor :

1) Sapi, Kerbau, Kuda sebesar Rp. 15.000,-

2) Kambing, Domba, Babi sebesar Rp. 6.500,-

3) Unggas sebesar Rp. 350,-

c. Biaya pemeriksaan daging per ekor :

1) Sapi, Kerbau, Kuda sebesar Rp. 5.000,-

2) Kambing, Domba, Babi sebesar Rp. 1.500,-

3) Unggas sebesar Rp. 250,-

(3) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 9

Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan atau adat dibebaskan dari
Pungutan Retribusi.
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BAB VI

KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 10

(1) Setiap hewan yang akan dipotong, harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh
Petugas Ahli;

(2) Petugas Ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong ,
setelah pemiliknya menunjukkan Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan yang
bersangkutan;

(3) Pemeriksaan sebagaimanan dimaksud pada ayat (1), khusus hewan betina terlebih dahulu
harus diperiksa kesuburannya oleh petugas ahli.

Pasal 11

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ternyata hewan tersebut menderita
sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, petugas ahli dapat atau harus
menolak hewan tersebut untuk tidak dipotong.

Pasal 12

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemilik hewan berhak mengajukan
pemeriksaan ulang kepada petugas ahli atas biaya pemilik hewan.

Pasal 13

Pemotongan hewan dapat dilaksanakan di luar rumah potong hewan setelah pemilik dapat
menujukkan kartu pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 14

(1) Juru periksa daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota – anggota badan lainnya
dari hewan yang sudah dipotong.

(2) Daging dan bagian – bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda
stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan oleh
juru periksa daging atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disetor ke Kas Daerah

melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah Kabupaten Banggai.
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BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Banggai.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi
yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan
Retribusi Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang
paling lama 30 ( tiga puluh ) hari setelah saat terutang.

(2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan
keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar
bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkannya tersebut diatas.

(3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda
pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % ( dua persen) setiap bulan.

(4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, surat keputusan
pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar
oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

(2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang – undangan yang berlaku.
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BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 20

(1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tahun) melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib
retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 21

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

(2) Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana
dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

P E N G A W A S A N

Pasal 22

Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan Daerah ini.

BAB XV

P E N Y I D I K A N

Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi
daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
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(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan

dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
Retribusi Daerah ;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan, dan dokumen – dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen – dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanakan tugas penyidikan tindak
pidana dibidang retribusi daerah ;

g. Menyuruh berhenti, melarang, seseorang meninggalkan ruangan tau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang

Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah
diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000
(Lima Puluh Juta Rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor
langsung ke Kas Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banggai Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dinyatakan
tidak berlaku lagi.
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Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 7 Agustus 2009

BUPATI BANGGAI

MA’MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MUSIR A. MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 20
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. UMUM

Berdasarkan semangat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana anggaran pendapatan dan belanja daerah
bersumber dari pendapatan asli daerah yaitu berupa penerimaan retribusi daerah. Hal tersebut
diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah guna meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyrakat, dengan
demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus ruma
tangganya sendiri.

Seiring dengan hal tersebut pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan penerimaan
pendapatan asli daerah dimaksud dengan cara melakukan perbaikan dan penyempurnaan regulasi
produk hukum yang mengatur dibidang penerimaan khususnya retribusi daerah.

Dalam hal penyempurnaan regulasi peraturan daerah tersebut maka Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai Pelaksanaan dati Undang – Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah merupakan pedoman dalam rangka pelaksanaan
penyusunan peraturan daerah.

Selanjutnya dengan memperhatikan keberadaan terbentuknya Peraturan Daerah Tingkat II
Banggai Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yang dilandasi
berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah dan
Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana saat
ini telah mengalami perubahan dengan berlakunya Undang – Undang 34 Tahun 2000 yang
mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingganya dengan kondisi yang demikian sangat perlu
melakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah ini, yang nantinya diharapkan dapat
memberikan kejelasan bagi instansi pengelola dalam penerapan dasar hukumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas
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Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas



12

Pasal 19
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
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